
b. bahwa dokumen perencanaan pembangunan
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah
Tahun 2025-2026, dalam rangka menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

a. bahwa pembangunan daerah harus
dilaksanakan dengan prinsip transparan,
responsif, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan, efektif, efisien,
akuntabel dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kondisi daerah;
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Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tan g Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik \
Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



13. Peraturan Presiden Nomor59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 ten tang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 590);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 ten tang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2018 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8·
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
8elanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165
Tahun 2023 ten tang Penjabaran Anggaran ~
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Cirebon.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026 yeng selanjutnya disebut dengan
RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah
dokumen Pembangunan Kabupaten Cirebon untuk
periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2026.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

RENCANA
CIREBON

TENTANG
KABUPATEN

PERATURAN BUPATI
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan



10. Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
pereneanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

11. Reneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah
dokumen pereneanaan dan penganggaran yang berisi
reneana pendapatan, reneana belanja, program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta reneana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat
KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPASadalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai aeuan dalam penyusunan reneana
kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala
Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dieapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima)tahunan.

16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai
seeara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang Iebih pendek dari tujuan.

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk meneapai hasil yang terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
dalam rangka meneapai hasil suatu program.

dokumen pereneanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.



19. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitasj layanan
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

20. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil dapat terwujud.

21. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

22. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan /Iayanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil beberapa program.

23. Kinerja adalah capaian Keluararr/Haeil/Dampak dari
kegiatan zprogramy saearan sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan,
program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran, hasil, dan dampak.

25. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB
adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran
global Tahun 2016 sampai Tahun 2030.

26. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan.

27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPMadalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal.



Memuat tujuan yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun, yakni Tahun 2025-2026 dan
sasaran yang akan dicapai secara nyata
oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon

TUJUANDANSASARANBABV

Memuat permasalahan pembangunan
daerah Kabupaten Cirebon, kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka
panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
di masa yang akan datang

Memuat arah kebijakan, gambaran
umum perekonomian daerah, arah
kebijakan keuangan daerah (kondisi
dan proyeksi keuangan daerah serta
kerangka pendanaan dan arah
kebijakan pendapatan daerah)

PERMASALAHANDANISU STRATEGISBABIV

GAMBARANKEUANGANDAERAHBABIII

Memuat kondisi umum kondisi daerah,
hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya
dan realisasi RPJMD, serta
permasalahan pembangunan daerah

GAMBARANUMUMKONDISIDAERAHBABII

Memuat uraian latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar
dokumen, maksud dan tujuan dan
sistematika dokumen RPD

PENDAHULUANBABI

(1) RPD Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika
penyusunan sebagai berikut:

BABII
SISTEMATIKARPD

Pasal2



Uraian secara rinci RPD Tahun 2025-2026 sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal3

PENUTUPBABIX

Memuat uraian penetapan proyeksi
Indikator Kinerja (IKU) dan Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (IKD)

~NERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANDAERAH

BABVIII

Memuat uraian program dan kegiatan
prioritas Tahun 2025-2026 yang
disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan dan kerangka
pendanaan Tahun 2025-2026

PERANGKATDAERAH

PENDANAAN
DAN PROGRAM

KERANGKA
PEMBANGUNAN

BABVII

Memuat uraian penjelasan tentang
arah kebijakan Pembangunan
Kabupaten Cirebon, arah kebijakan
Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan
Nasional dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Cirebon

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAMPRIORITAS

BABVI

dalam rumusan yang lebis spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan



(2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah menghimpun dan
menganalisis hasil peman tau an pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

pembangunan, Kepala Perangkat Daerah me1akukan
pemantauan.

pelaksanaanpengenda1ianrangka(1) Dalam

BABIV
PENGENDALIANDANEVALUASI

Pasal6

RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 sebagaimana
dimaksud da1am Pasal 4 mempunyai fungsi:
a. pedoman bagi Penjabat Bupati dan Perangkat daerah

untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan
Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

b. pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Cirebon
dalam penyusunan RKPD dan R-APBDTahun 2025-
2026;

c. pedoman penyusunan Rencana KeDa dan Anggaran
Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

d. pedoman bagi se1uruh pemangku kepentingan di
Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan
Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Pasal5

(1) RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 bertujuan
untuk menciptakan sinergitas pe1aksanaan
pembangunan daerah antar wi1ayah, antar sektor
pembangunan dan antar perangkat daerah serta
mewujudkan efesiensi alokasi sumber daya.

(2) RPD menjadi pedoman da1am menyusun RKPD,
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah.

(3) RPD berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan:
a. RPJPD;
b. RTRW;dan
c. RPD kabupaten sekitar.

BABII!
TUJUANDANFUNGSIRENCANAKERJA

PEMERINTAHDAERAH
Pasa14



HILMYRIVA'I

BERITA DAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2024 NOMOR

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON,

26 Januari 2024

Ditetapkan di Sumber

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati im dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

(1)Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah menyusun evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi
Kepala Perangkat Daerah.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
menjadi bahan bagi penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Pasal 7


